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Penyitaan adalah suanu perso@lan yang sangal enendasar dalam penegakan
Hukum Acara Pidana terutama dalam melindungi masyarakat tethadap hak-hak atas
suatu barang. Suatu pelaksanasn penyitaan yang dilakukan oleh penyidik haruslah
mempunysgi landasan yang kuat seperti suradt persetujuan dari Ketua Pengaditan Negeri
setempat dan juga pelaksanaan penyitaan tersebut haruslah berdasarkan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku.

Bardasarikan keadaan di atas eaka masalah penyitaan ini tidaklah sangat sulit
dilakukan karena undang-undang memberikan landasan yang kuat bagaimana
sebenamya melaksanakan penyitaan sehingga hak-bak masyarakat tidak terganggu
oleb karcna tindakan sewenang-wenang sebagian penyidik dalam melaksanakan
penyitaan tersebut.

Daiam pembahasan skripsi ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut,
sejauhmanakah pelaksanaan penyitaan menurut ketentuan undang-undang yang
dileksanalen oleh penyidik dalam praktek. sejeuhmanakah kekuatan izin dan ketua
pengadilan kepada penyidik Polri dalam metakukan tugasnya mengadakan penyitaan.
Dan bagaimaoakah kedudukan benda yang disita tetsebut jika temyata penyitaan yang
dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Dalam aenguraikan pembahasan di atas penulis mengadakan penelitian secara
kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan penulis di kantor Polsek Sunggal.

Dan dan hasil penelitian tersebut di atas didapati suatu keadaan bahwa :
Prosedur mesempati urutan gertama di dalam pelaksapaan tugas seorang penyidik
Polti sewaktu melakukan tugasnya menggdakan penyitaan, daik hal itu dilakukan
tanpa adanya surat izin dant Ketua Pengadilan Negeri maupun dengan adanya surat
izin tersebut. Jika temyata pelaksanaan penyitaen yang dilakukan tersebut tanpa
didamgpingi suras izin Ketua Pengadilan Negeri maka setelah pelaksanzan penyitaan
dilakukan oleh penyidik Polr, dilakuken permintaan persetlujuan kepada Ketua
Pengadilan Negeri setempat dan dalam prakteknya di Ditserse Poldasu Medan
ditemukan keadaan bahwa permintaan gevsepyuan setelah dilakukannya penyitaan
oleh penyidik tidak pertah ditolak oleh Ketus Pengadilan Negeti,
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